
 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
 NOMOR 248/PMK.07/2010 

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  

NOMOR 156/PMK.07/2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa pedoman pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
156/PMK.07/2008; 

  b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Dana 
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, dipandang perlu 
mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 156/PMK.07/2008;   

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan;   

    
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 

Organisasi Kementerian Negara; 

  2. Keputusan Presiden Nomor  56/P  Tahun 2010; 

  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang 
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

    
MEMUTUSKAN: 

    
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156/PMK.07/2008 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN 
TUGAS PEMBANTUAN. 
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Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan diubah sebagai berikut: 

  1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 5 (lima) angka baru 
setelah angka 20, yakni angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan 
angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

    

   Pasal 1 

   Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 

   1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

   2. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, 
adalah lembaga Pemerintah pelaksana kekuasaan pemerintahan 
yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.  

   3. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi 
lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan 
tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-
undangan lainnya.  

   4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi/tugas 
pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi.  

   5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah 
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.  

   6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada 
daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban 
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya 
kepada yang menugaskan.  

   7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya 
disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.  

   8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah 
daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.  
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   9. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang 
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang 
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka 
pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang 
dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.  

   10. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN 
yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua 
penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas 
Pembantuan.  

   11. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, 
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) 
tahun.  

   12. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut 
Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga 
untuk periode 1 (satu) tahun.  

   13. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang 
selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan 
dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu 
Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari 
Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis 
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun 
anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk 
melaksanakannya.  

   14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja, yang selanjutnya 
disingkat RKA Satker, adalah RKA-KL pada tingkat satuan kerja 
yang berisikan informasi mengenai rencana kerja, rincian belanja, 
target pendapatan, dan prakiraan maju.  

   15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut 
DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, 
adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh 
menteri/pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Menteri 
Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan 
pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan 
akuntansi Pemerintah.  

   16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh 
instansi Pemerintah.  

   17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil 
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua 
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk 
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.  
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   18. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah 
Dekonsentrasi, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W 
Dekonsentrasi, adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah 
daerah provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan 
laporan keuangan/barang dari seluruh SKPD yang 
mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.  

   19. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah 
Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W 
Tugas Pembantuan, adalah unit akuntansi yang berada di 
pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan 
laporan keuangan/barang dari seluruh SKPD yang 
mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah 
kerjanya.  

   20. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah 
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau 
berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

   21. Hibah BMN adalah pengalihan kepemilikan barang dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah 
daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau 
dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, 
tanpa memperoleh penggantian. 

   22. Akun adalah daftar perkiraan/kodefikasi yang disusun dan 
ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, 
pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan 
keuangan pemerintah pusat. 

   23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik 
negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan 
cara dijual, dipertukarkan,dihibahkan atau disertakan sebagai 
modal pemerintah. 

   24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik 
negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat 
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan 
pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola 
barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang 
yang berada dalam penguasaannya. 

   25. Persediaan adalah  aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 
operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan 
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat. 

     
  2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) ayat                     

di antara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) dan setelah ayat (4) 
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi 
sebagai berikut: 
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   Pasal 2 

   (1) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk 
kegiatan bersifat non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan 
keluaran yang tidak menambah aset tetap.  

   (2) Kegiatan yang bersifat non-fisik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi 
perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, 
supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, 
serta pengendalian.  

   (2a) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) menggunakan 
akun Belanja Barang sesuai dengan peruntukannya. 

   (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian kecil Dana 
Dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk 
pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input 
berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya 

   (4) Penentuan besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan asas kepatutan, 
kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan 
karakteristik kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga.  

   (5) Dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal 
digunakan dalam Pengadaan barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menggunakan akun Belanja Barang penunjang 
kegiatan Dekonsentrasi dengan kode akun 521311  

     
  3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah,               

di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) 
dan ayat (3b), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat 
yakni ayat (4a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:    

   Pasal 3 

   (1) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk 
kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan 
keluaran yang menambah nilai aset  pemerintah. 

   (2) Kegiatan yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada            
ayat (1) antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan 
mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang 
menambah nilai aset pemerintah. 

   (3) Kegiatan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara 
lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, 
pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan kepada 
pemerintah daerah. 

   (3a) Pengadaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menggunakan akun Belanja Modal sesuai dengan 
peruntukannya.  
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